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Peraturan Daerah

“Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum Daerah yang dibentuk oleh DPRD
dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau
penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

Pancasila sebagai dasar filosofis dan sumber dari segala sumber hukum

Undang-Undang Dasar Perda dibentuk dalam rangka Perda tidak boleh bertentangan dengan:
Negara Republik Indonesia a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas a. peraturan perundang-undangan yang
Tahun 1945 sebagai Hukum pembantuan; lebih tinggi maupun sejajar;
Dasar Negara dalam b. menampung kondisi khusus daerah atau b. putusan pengadilan;
peraturan perundang- karakteristik daerah dan penjabaran lebih lanjut c. Produk Hukum Daerah lainnya (tumpang
undangan peraturan perundang-undangan yang lebih tindih/overlapping).

tinggi.

Setiap tahapan pembentukan Perda harus memperkuat keterlibatan dan partisipasi
masyarakat yang bermakna (meaningful participation) berupa pemenuhan atas prasyarat
(right to be heard, right to be considered, dan right to be explained);



Pembangunan Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan
sehat seseorang, baik secara
fisik, jiwa, maupun sosial dan
bukan sekadar terbebas dari

penyakit untuk
memungkinkannya hidup
produktif

o
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Pembangunan Kesehatan dilaksanakan sebagai upaya

kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya

J

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, sub urusan upaya kesehatan,
kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan upaya kesehatan

-

Dalam mencapai Kesehatan yang paripurna,

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat setiap orang agar terwujud derajat

masyarakat yang ditandai dengan hidup dalam
lingkungan dengan perilaku hidup sehat.

~

J

perorangan melalui pengaturan mengenai penetapan dan pengimplementasian KTR.

Efektivitas pengaturan mengenai KTR ditentukan dengan adanya dukungan dan komitmen
dari para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang sistematis dalam

upaya peningkatan kesadaran terhadap masalah kesehatan.



Kawasan Tanpa Rokok

KTR merupakan suatu tempat, ruangan, area, atau kawasan dinyatakan dilarang untuk
kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun
luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.

Produk Tembakau

Suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan
bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup,
dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.

Rokok

Salah satu Produk Tembakau dan rokok elektronik yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap
dan/atau dihirup asapnya, yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan
spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan
tambahan.

KTR diatur sebagai salah satu bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam
meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan dalam kerangka
transformasi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
sesuai dengan UU 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024




Dasar Hukum

UU 17 Tahun 2023

Undang-Undang sebagai dasar
penyelenggaraan pembangunan kesehatan
masyarakat melalui upaya kesehatan, sumber
daya kesehatan, dan pengelolaan kesehatan
untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya
berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan,
nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pembangunan
kesehatan, diperlukan dasar peningkatan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang
salah satunya dilaksanakan dalam bentuk
pengaturan pengamanan zat adiktif agar
produksi, peredaran, dan penggunaan zat
adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan
membahayakan kesehatan perseorangan,
keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

PP 28 Tahun 2024

Penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa produk
tembakau dan rokok elektronik bertujuan untuk:

a. menurunkan prevalensi perokok dan mencegah
perokok pemula;

b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat
dampak merokok;

c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat
terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa
merokok;

d. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga,
masyarakat, dan lingkungan dari bahaya konsumsi
dan/atau paparan zat adlktif berupa produk tembakau
dan rokok elektronik yang dapat menyebabkan dampak
buruk kesehatan, ekonomi, dan lingkungan; dan

e. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk aktif
terlibat dalam upaya pengendalian produk tembakau
dan rokok elektronik.




Dasar Hukum

PB Menkes & Mendagri
188/MENKES/PB/1/2011
dan 7 Tahun 2011

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri sebagai tonggak
pengaturan mengenai KTR bagi Pemerintah
Daerah dalam melindungi individu, masyarakat,
dan lingkungan terhadap paparan asap rokok di
daerah.

Pemerintah Daerah diamanatkan untuk
membentuk Peraturan Daerah mengenai KTR
dengan limitasi pengaturan paling sedikit
mengenai pengaturan tentang KTR, peran serta
masyarakat, pembentukan satuan tugas
penegak KTR, larangan dan kewajiban, dan
sanksi.

Permendikbud 64 Tahun 2015

Peraturan Menteri yang sepsifik mengatur mengenai KTR di
lingkungan sekolah sebagai bentuk pemberian
perlindungan secara menyeluruh, terpadu, dan

berkesinambungan serta mewujudkan perilaku hidup
bersih dan sehat yang didukung dengan penciptaan
lingkungan sekolah yang bebas dari pengaruh dari dampak
buruk rokok.

Sasaran KTR di lingkungan sekolah terdiri dari kepala
sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan
pihak lain yang melakukan aktivitas di dalam lingkungan
sekolah.

Dalam Peraturan Menteri ini memuat norma kewajiban,
larangan, dan diskresi bagi para sasaran KTR di lingkungan
sekolah, termasuk bagi perangkat daerah yang membidangi
pendidikan di tingkat daerah.




SIS

Merokok merupakan suatu perilaku yang tidak sehat.
Selain berbahaya bagi diri sendiri terlebih lagi pada orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang
bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain.

Merokok merupakan salah satu perilaku yang semakin hari berdampak negatif bagi lingkungan.
Terkait dengan polusi udara maupun sisa perbuatan berupa sampah (residu kegiatan).

Merokok merupakan hak:
a. Perokok memiliki hak untuk merokok.
b. Orang yang tidak merokok memiliki hak untuk menghirup udara bersih dan sehat.

Perokok membebankan secara fisik dan ekonomi kepada orang lain.
Risiko orang lain yang terkena asap rokok di lingkungan sekitarnya dan biaya yang dibebankan pada
masyarakat untuk pelayanan kesehatan.

Merokok bukan salah satu bagian dari hak, baik hak sipil politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

Dampak asap rokok bagi orang lain menjadi satu penyebab menurunnya kualitas kesehatan dan kualitas hidup
manusia.



Kawasan Tanpa Rokok

Penetapan KTR adalah upaya untuk perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman
dan gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

KTR merupakan solusi untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok adalah dengan
cara meminimalisir paparan asap di ruang publik.

Pemerintah selaku pemilik otoritas kebijakan dan hukum, wajib memberikan perlindungan dan
pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, kepada setiap warga negara.

UU 17 Tahun 2023 dan PP 28 Tahun 2024 mewajibkan Pemerintah Daeerah untuk menetapkan
dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayah daerah yang diatur dalam
Peraturan Daerah.

Penetapan KTR perlu diselenggarakan pada 7 (tujuh) tatanan KTR yang meliputi fasilitas
pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah,
angkuatan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan untuk
melindungi masyarakat dari asap rokok.




7 (tujuh) Tatanan KTR

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tempat dan/atau alat yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada
perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah,
dan/atau masyarakat.

Tempat Proses Belajar Mengajar

Tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau
pendidikan dan pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada
perpustakaan, ruang praktik atau laboratorium, ruang
pelatihan, auditorium, museum dan sejenisnya.

Tempat Anak Bermain

Tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-
anak, baik yang berada di ruangan terbuka maupun ruang
tertutup, meliputi namun tidak terbatas pada tempat
penitipan anak, tempat pengasuhan anak, arena bermain
anak-anak atau sejenisnya.

Tempat Ibadah

Bangunan atau ruang tertutup yang memiiliki ciri-ciri tertentu yang
khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-
masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah
keluarga.

Angkutan Umum

Transportasi umum, transportasi publik atau transportasi massal
yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, dikenakan
biaya untuk setiap perjalanan yang dapat berupa kendaraan darat,
air dan udara.

Tempat Kerja

Ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap
di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja
untuk keperluan suatu usaha, di mana terdapat sumber atau
sumber-sumber bahaya.

Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan
Tempat tertutup atau terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat
umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk
kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk
menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau
masyarakat.



Pokok Pikiran

Implikasi keberadaan Raperda tentang KTR akan berdampak terhadap perubahan dalam sistem
kesehatan, administrasi, dan sosial.

Dukungan sumber daya dari Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memadai dalam mewujudkan
keberhasilan implementasi KTR yang bersifat multi sektor yang harmonis dan sinergis dengan asas
hukum dari pembentukan Raperda tentang KTR.

Pokok pikiran filosofis pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang KTR adalah bahwa
kesehatan merupakan hak dasar masyarakat dan menjadi modal pembangunan guna tercapainya
kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat dalam mewujudkan derajat kesehatan;

Pokok pikiran sosiologis pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang KTR adalah bahwa
kebiasaan merokok menjadi permasalahan yang berdampak luas pada kesehatan, sehingga perlu
pengaturan untuk menjamin hak kesehatan setiap orang khususnya lingkungan hidup yang sehat dan
bebas dari asap rokok;

Pokok pikiran yuridis pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang KTR adalah bahwa untuk
memberikan kepastian hukum serta sebagai landasan dalam penyelenggaraan upaya perlindungan
kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok diperlukan pengaturan mengenai kawasan tanpa rokok;



Pembentukan Raperda tentang KTR pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk

Materi Muatan

pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

KTR

KTR

Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, Tempat
Proses Belajar Mengajar,
Tempat Anak Bermain,
Tempat Ibadah, dan
Angkutan Umum dilarang
menyediakan tempat
khusus untuk merokok
dan merupakan KTR yang
bebas dari asap produk
tembakau dan rokok
elektronik hingga batas
terluar.

Tempat Kerja serta Tempat Umum dan Tempat Lainnya yang
Ditetapkan wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok,
kecuali pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya
kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tempat khusus untuk merokok merupakan:
a. ruang terbuka;

b. terpisah dari bangunan utama;

c. jauh dari lalu lalang orang; dan

d. jauh dari pintu keluar masuk.




Pengendalian

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian promosi dan iklan produk tembakau dan rokok
elektronik di Daerah pada:

a.

tempat penjualan; dan

b. media luar ruang.

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap:

a.

b.

setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok
elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan; dan

setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok
elektronik yang memberikan bantuan dalam bentuk TISLP.

Satgas Penegak KTR

Kepala Daerah membentuk satgas penegak KTR di Daerah.

Satgas penegak KTR bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR
serta mengimplementasikan KTR secara holistik.

Satgas penegak KTR terdiri atas unsur Perangkat Daerah di bidang kesehatan,
trantibumlinmas, serta OPD dan instansi terkait lainnya.

Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas satgas penegak KTR ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.




Kewajiban

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR wajib:
a. menerapkan dan mengimplementasikan KTR;

b. memasang tanda larangan merokok pada pintu masuk utama dan tempat atau lokasi yang
berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca; dan

c. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
dan melaporkan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan
setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Larangan

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
a. menggunakan mesin layan diri;
b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;

C. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok
elektronik;

d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu
masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; dan

e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat
Bermain Anak.




Larangan

Setiap orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto,
menayangkan, menampilkan atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan
batang rokok, asap rokok, bungkus rokok, atau yang berhubungan dengan produk tembakau
dan rokok elektronik serta segala bentuk informasi produk tembakau dan rokok elektronik di
media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan
kegiatan komersial, iklan, atau membuat orang ingin merokok.

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik
dilarang memberikan produk tembakau, rokok elektronik, dan/atau barang yang menyerupai
produk tembakau dan rokok elektronik secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan
perempuan hamil.

Setiap orang dilarang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau
mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik kepada setiap orang di bawah usia 21
(dua puluh satu) tahun.

Guna efektivitas pelaksanaan Perda, setiap tindak pidana atau pelanggaran
terhadap kewajiban dan larangan dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana
atau sanksi administratif




Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dan pengimplementasian KTR di Daerah
guna mewujudkan tempat atau lingkungan yang bebas dari asap rokok.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengimplementasian KTR di Daerah berupa:
a. melakukan upaya layanan konseling berhenti merokok;

b. memberikan edukasi bahaya mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik bagi
Kesehatan;

c. melakukan gerakan tidak merokok di dalam rumah;
tidak menjual produk tembakau dalam bentuk satuan perbatang;

e. tidak menjual kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan
hamil;

f. penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan yang berkenaan dengan kebijakan
penyelenggaraan dan pengimplementasian KTR;

g. pelaporan pelanggaran dalam penyelenggaraan dan pengimplementasian KTR kepada
pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR, Perangkat Daerah yang
membidangi ketertiban umum, atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan; dan

h. tidak menyediakan Produk Tembakau dan Rokok elektronik pada kegiatan sosial,
pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat
umum.

Q




\

Pembinaan

Pengawasan
o

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berupa:

a.

penyelenggaraan iklan layanan masyarakat mengenai
bahaya menggunakan produk tembakau dan rokok
elektronik;

penyediaan akses terhadap informasi dan edukasi
mengenai pengamanan produk tembakau dan rokok
elektronik;

penyediaan layanan konseling dan intervensi
farmakologi berhenti merokok di setiap Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan;

melakukan upaya pengembangan dalam rangka
diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya
akan membawa manfaat bagi kesehatan dan
melindungi kelestarian tanaman tembakau;

melakukan advokasi dan kerja sama lintas program,
sektor, dan masyarakat; dan

mendorong partisipasi dan upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat untuk pengendalian
konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik.

Pemerintah Daerah melakukan N
pengawasan berupa pemantauan dan
evaluasi terhadap:

a. iklan produk tembakau dan rokok
elektronik pada tempat penjualan dan
media luar ruang;

b. implementasi KTR dan pelarangan
iklan, promosi, dan sponsor produk
tembakau dan rokok elektronik; dan

c. tempat, ruangan, area dan/atau lokasi
KTR yang diatur dalam Peraturan
Daerah ini.

AREA DILARANG

MEROKOK /VAPE

TANPA ROKOK NO SMOKING AREA

KAWASAN




Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang
harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
ditindaklanjuti dalam berbagai kebijakan penguatan Kesehatan secara integratif, holistik, dan
komprehensif.

Dampak asap rokok bagi orang lain menjadi satu penyebab menurunnya kualitas kesehatan dan
kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu keberadaan adanya Peraturan Daerah yang dapat
mengendalikan konsumsi dan memberikan perlindungan terhadap bahaya konsumsi rokok dan
asap rokok menjadi sangat penting.

Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan KTR. Pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang KTR yang akan
memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat dalam proses menghargai dan melindungi
hak asasi bukan perokok, meningkatkan produktivitas kerja, menurunkan angka kesakitan akibat
kebiasaan merokok, memberikan citra yang positif bagi masyarakat lainnya atau tempat kerja
yang menerapkannya.



Terima Kasih

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT



